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KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
NOMOR $€¢ Tahun 2020

TENTANG |

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH
IETIDAIYAH SEKABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI PROVINSI RIAU,

: a, bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 8 ayat (2)

Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah, perlu memberikan izin
operasional terhadap Madrasah Swasta di lingkungan Kantor
Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah
vang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat
melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan
madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;

¢. bahwa Madrasah yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini
telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan
vang telah ditetapkan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, b dan ¢ di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala
Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau tentang
Pemberian Izin Operasional Pendirian Madrasah Tsanawiyah Pp
Baburrohmah Sungaitohor Barat Kabupaten Kepulauan Meranti.

: 1, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 78, Tambahan Lembaren Negara Republik Indonesia
Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomeor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia-Nomor 4586);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nemor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nemor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomowr 71, Tambahan Lembaran Negara Republile Indonesia
Nomor 34 10);
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. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib

Belajor Pendidikan Dasar {Lemberan Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 290, Tambahon Lembaran Hegara Republik
Indenesia Nomor 4863);

. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tuhun 2008 tentang Pendanaan

Pendidikan (Lemibaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Homor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4864);

. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);

. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan

dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010
tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara' Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007
Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah
Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah,
dan Sckolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010
tentang  Standar Pelayanan  Minimal Pendidikan di
Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal
Pendidikan di Kabupaten/Kota;

Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas
Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 206)
scbagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama
Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan
Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sckolah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 684);

Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);

Peraturan Menteri Apama Nomor 90 Tahun 2013 tentang
Penyelénggaran Pendidikan Madrsasah (Berita Negara Republik
Indonesia Takun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah diubah
denpgan Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2015 tentang
Perubehan Atas Peraturan Menteri Apama Nomor 90 Tahun 2013
tentang Penyelengparaan Pendidiken Madrasah (Berita Negara
Republik Indenesia Tahun 2015 MNomor 1733);
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MEMUTUSKAN :

HEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
HANUPATEN KEPULAUAN MERANTI FROVINSI RIAU
TENTANG PERPANJANGAN !ZIN OPERASIONAL MADRASAJ
IETIDAIYAH SEKABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

Memberikan perpanjangan izin operasional pendirian madrasah

kepada Madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Setelah jangka waktu ‘4 tahun, Kepala Madrasah yang
bersangkutan wayjib:

a. Menyampaikan laporan perkembangan Madrasah kepada
Kepala Kantor Kementerian Agama yang memuat paling
sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan
kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana
prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik
dan tenaga kependidikan; dan/atau

b. Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi
sekolah/madrasah kepada BAP-S/M sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Dalam hal perkembangan Madrasah sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KEDUA huruf a dinilai memenuhi standar
pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau
hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf
b mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tetap berlaku.

Dalam hal perkembangan Madrasah sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KEDUA huruf a dinilai memenuhi standar
pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau
hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf
b tidak mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dicabut.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kepulauan Meranti
Pada tanggal, 07 Juli 2020

KEPALA KANTOR ,
ZTERIARREMENTERIAN AGAMA x
mmmw KEPULAUAN MERANTI
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AMPIRAN
EPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
ABUPATEN KEPULAUAN MERANTI PROVINSI RIAU

OMOR fcy Tahun 20620
ENTANG
ERPANJANCAN 1ZIN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH '

EKABUPATEN KEFULAUAN MERANTI
IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN IZIN OPERASICHAL

Noma Madrasah Nama Yayasan o Pengesahan Akte Notaris |TiH. Berdiri! Alemat Madrasah | Nomor Statialil
Penyelenggara
i NURUL HUDA INSIT YAYASAN TSAMROTUL HUDA JOHARI, SH. C-142.HT.03.01.Th. 1996. 1G53 1L Mentuloe TTB 111214
- YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL- [NO. 47 HUSNALITA, . J1, KH. Khumaidi s var
1 RAUDHATUL HIDAYAH | o0 o ; SH.M.KN AHU-02912.50.10.2014 1958 B bim 111214100002
MINA SURYA FITRI AHU.649.AH.02.01 mhun !, Pelnjar Seif Anak A
115 SEI ANAK KAMAL AL MUKARROMAH SHM.Kn AT 1662 Seines 111 _
B i YAYASAN AL-HUDA BANDUL NO 1 NINA SURYA %mﬂ.qmn BN Lo P Il Parit Makroli RS
- MEKONG FITRI , S.H, M.Kn e = = Bandu) Mekong 2yt
I TARBIYAH ISLAMIYAH |YAYASAN TARBIYAH ISLAMIYAH  [N0 oo HUSNAUTAL Ak 0018323.AH.01.04. 1670 e 111214160006
I
I “..I- —
1 AL-KHAIRIYAH YAYASAN AL-KHAIRIYAH NO. 80 HUSNALITA, v s Ji. M. itustamn .
goaMuLYo mm_bm.ﬂcwnﬁ SH.M.KN e L el e mn..n.,.....,...._...f.d - o
a | VAYASAN FEIDIDIKAR [ -
| ko | PESANTREN DARUL HIKMAII AN |HUSNALITA, SH.MKN |AHU-00371.50.10.2014 1875 it _ e
oty = INUR KUNDUR T




MI AL-ISTIQOMAH

YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL-

NO 07 NINA SURYA

AHU-2541.AH.01.04.Tahun

HASANAH PADANG KAMAL

FITRI, 5.H, M.Kn

Tahun2015

Barat

ALAFAIR ISTIQOMAH ALAHAIR FITRI , S.H, M.Kn 2014 1978 J1. Utama Alah Air 1112141000
YAYASAN PERGURUAN o T e

Ml RAUDHATUT THALIBIN |RAUDLATUTTHALIBIN NO. 57 HUSNALITAI, §AHU-1287.AH.01.04 1979 s i it 1112141000
KEDABURAPAT s

ML 11IDAYATUL AHU-0021744.AH.01.04. Th |, _ J1. Parit Baru R

ML P ADIN SemuKuT | MUJADDIDUL HASANAH HUSNALITA, SH. MKn [5 "~ 1657 e 1112141000

_——— SURAT-SURAT . g
Ml AL ISTAM PERSY PENGAKUAN Y Parit Kasan Kedabu 414 1000
MU AMMADIYAH MUHAMMADIYAH ettt N Lo Gl Rl e e Rapat 111214100¢
— DT AT AL TIATSART A -

MI MITALLIMIN MUHAMMADIYAH MMH._ 01.07.Tahun |C2-HT.01.03.A.165 1980 J1.-RintisNo 25 Selat F4 100

BELATPANJANG m.u_._ 0 Y e . Pasijang _
PENDIDIKAN PONDOK M, e L

M1 TARBIYATUL HASANAH |PESANTREN TARBIYATUL M B FINA SUIRER. ARSI AN.01.08- 1080 MCH RatgRane 112204108

MIS DARUL FALAH

YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM

NINA SURYA FITRI,

Jl Mabhmuc

Bagiangus Bt Malans

MADANI BATANGMALAS SH, M. KM AHU-D0281.50.10.2014
8 .ﬁ.\m,m ERIA a tanggal, 07 Juli 2020
VA e EPALA
....n.mﬁ.“_..... " w Ty i\




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
PROVINSI RIAU

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH
Nomor : B- 365 /Kk.04.12/PP.007/7/2020

Diberikan kepada:

: MADRASAH IBTIDAIYAH NURUL HUDA INSIT
- JL. MENTUKU TEBING TINGGI BARAT

- MANTIASA

: TEBING TINGGI BARAT

: KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

:RIAU
- YAYASAN PENDIDIKAN DAN PONDOK PESANTREN

TSAMROTUL HUDA
- JOHARI, SH.
- AHU-2724. AH. 01.02.Tahun 2008
. 1958

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

o| o

lauan Meranti, 07 Juli 2020




